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Abstrak	
Tindak	 pidana	 kekerasan	 terhadap	 anak	 yang	 dilakukan	 oleh	 anak	 hingga	 menyebabkan	
kematian	merupakan	fenomena	yang	kompleks	dan	membutuhkan	analisis	mendalam.	Dalam	
hukum	positif	Indonesia,	kasus	ini	diatur	dalam	Undang-undang	Perlindungan	Anak	(UU	No.	
35	Tahun	2014)	yang	menegaskan	perlindungan	terhadap	anak	sebagai	korban,	serta	Kitab	
Undang-undang	Hukum	Pidana	 (KUHP)	 yang	mengatur	 sanksi	 terhadap	 pelaku	 kejahatan.	
Selain	 itu,	 dalam	 penanganan	 kasus	 anak	 yang	 berhadapan	 dengan	 hukum,	 diterapkan	
Undang-undang	 No.	 11	 Tahun	 2012	 tentang	 Sistem	 Peradilan	 Pidana	 Anak	 (SPPA)	 yang	
mengutamakan	prinsip	keadilan	restoratif.	Penelitian	ini	bertujuan	untuk	membahas	tindak	
pidana	kekerasan	 terhadap	anak	yang	dilakukan	oleh	anak	hingga	menyebabkan	kematian	
dalam	perspektif	 kriminologi	dan	hukum	positif	 di	 Indonesia.	 Pendekatan	yang	digunakan	
dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 pendekatan	 Kriminologi	 yuridis-normatif,	 dengan	 mengkaji	
faktor-faktor	 penyebab	 perilaku	 kriminal	 anak,	 teori	 kriminologi	 yang	 relevan,	 serta	
penerapan	 hukum	 positif	 Indonesia	 terhadap	 pelaku	 anak.	 Berdasarkan	 hasil	 penelitian	
faktor-faktor	 yang	 menyebabkan	 anak	 melakukan	 tindak	 pidana	 kekerasan	 hingga	
mengakibatkan	kematian	sangat	beragam.	Faktor	lingkungan	sosial,	seperti	pergaulan	dengan	
kelompok	 sebaya	 yang	 memiliki	 perilaku	 menyimpang,	 kemiskinan,	 serta	 minimnya	
pendidikan	moral	dan	agama,	dapat	menjadi	pemicu	utama.	Selain	itu,	faktor	keluarga	juga	
memainkan	peran	penting.	kurangnya	perhatian	orang	tua,	atau	pengaruh	negatif	dari	pola	
asuh	 yang	 tidak	 mendukung	 perkembangan	 emosional	 yang	 sehat.	 Saran	 yang	 dapat	
diberikana	 dalah	 Perkuat	 peran	 keluarga	 dan	 lingkungan	 dalam	 membentuk	 moral	 anak	
melalui	pendidikan,	pengawasan,	dan	bimbingan	yang	lebih	baik.	
Kata	Kunci:	Kriminologi,	Tindak	Pidana,	Anak,	Peradilan	Pidana	Anak.	
	

Abstract	
Violent	 crimes	 against	 children	 committed	 by	 minors	 that	 result	 in	 death	 are	 a	 complex	
phenomenon	requiring	in-depth	analysis.	In	Indonesia's	positive	law,	such	cases	are	regulated	
under	 the	 Child	 Protection	 Law	 (Law	 No.	 35	 of	 2014),	 which	 emphasizes	 the	 protection	 of	
children	 as	 victims,	 and	 the	 Indonesian	 Penal	 Code	 (KUHP),	 which	 stipulates	 sanctions	 for	
criminal	 offenders.	 Additionally,	 handling	 cases	 involving	 children	 in	 conflict	with	 the	 law	 is	
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governed	by	Law	No.	11	of	2012	on	the	Juvenile	Criminal	Justice	System	(SPPA),	which	prioritizes	
the	principle	 of	 restorative	 justice.	This	 study	aims	 to	discuss	 violent	 crimes	against	 children	
committed	by	minors	that	 lead	to	death	from	the	perspectives	of	criminology	and	Indonesia's	
positive	law.	The	research	adopts	a	juridical-normative	criminology	approach	by	examining	the	
factors	that	drive	juvenile	delinquency,	relevant	criminological	theories,	and	the	application	of	
Indonesia’s	positive	law	to	juvenile	offenders.	The	study	finds	that	various	factors	contribute	to	
minors	committing	violent	crimes	that	result	in	death.	Social	environmental	factors,	such	as	peer	
influence	from	deviant	groups,	poverty,	and	a	lack	of	moral	and	religious	education,	can	be	major	
triggers.	Furthermore,	 family	 factors	also	play	a	 significant	 role,	 including	a	 lack	of	parental	
attention	or	negative	 influences	 from	parenting	 styles	 that	 fail	 to	 support	 healthy	 emotional	
development.	A	key	recommendation	 is	 to	strengthen	the	role	of	 families	and	communities	 in	
shaping	children's	morals	through	better	education,	supervision,	and	guidance.	
	
Keywords:	Criminology,	Crime,	Juvenile,	Juvenile	Criminal	Justice.	

	
	

	

1. PENDAHULUAN	

Pada	era	globalisasi	saat	ini,	banyak	perubahan	terjadi	pada	manusia,	

termasuk	 pada	 remaja.	 Perubahan	 tersebut	 juga	 berdampak	 pada	 banyak	

perilaku	 kenakalan	 yang	 dilakukan	 oleh	 remaja.	 Kenakalan	 ini	 termasuk	

tawuran	antar	siswa,	pelecehan	seksual,	pencurian,	perkosaan,	pembunuhan,	

dan	 bahkan	 kekerasan	yang	dilakukan	oleh	remaja	ini	mampu	menyebakan	

kematian	pada	anak-	anak	lainnya.1	Teknologi	dapat	dianggap	sebagai	faktor	

kriminogen	 dalam	 kriminologi,	 yang	 berarti	 bahwa	 itu	 menimbulkan	

keinginan	 seseorang	 untuk	 melakukan	kejahatan.	2	

Dampak	 teknologi	 ini	 memberikan	 jawaban	 pasti,	 yaitu	 dapat	

bermanfaat	 bagi	 masyarakat	 jika	 dilihat	 dari	 perspektif	 positif	 atau	

berdampak	 buruk	 bagi	 masyarakat	 jika	 dilihat	 dari	 perspektif	 negatif.	

Kriminologi	 adalah	 ilmu	 yang	 mempelajari	 kejahatan,	 hukum,	 dan	

pelanggaran	norma	sosial.3	Kejahatan	yang	selalu	terjadi	di	masyarakat	dan	

berdampak	pada	keselamatan	masyarakat	adalah	kekerasan.	Dari	jenis-jenis	

 

1	 Susana	 Nurtanti,	 dan	 Sri	 Handayani.	 "Peningkatan	 Pengetahuan	 Siswa	 Tentang	
Deteksi	Dini	dan	Pencegahan	Depresi	di	SMK	Muhammadiyah	Baturetno."	Warta	LPM	24,	no.	
1	(2020):	134-144.	

2	 Supanto.	 "Perkembangan	 Kejahatan	 Teknologi	 Informasi	 (Cyber	 Crime)	 Dan	
Antisipasinya	Dengan	Penal	Policy."	Yustisia	5,	no.	1	(2016):	92-117.		

3	Brigita	Feby	Florentina,	Umi	Rozah,	dan	AM	Endah	Sri	Astuti.	"Tinjauan	Kriminologis	
Tindak	 Pidana	 Pengeroyokan	 Oleh	 Anak	 Yang	 Menyebabkan	 Kematian	 Di	 Kabupaten	
Wonosobo."	Diponegoro	Law	Journal	8,	no.	3	(2019):	1792-1807.	
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kekerasan	yang	terjadi,	kekerasan	terhadap	anak	di	bawah	umur	(termasuk	

anak	 di	 bawah	 usia	 5	 tahun)	 merupakan	 hal	 yang	 sangat	 perlu	 mendapat	

perhatian	karena	sifat	dan	dampaknya	sangat	besar	bagi	masa	depan	anak.4	

Kejahatan	 anak	 merujuk	 pada	 tindakan	 melanggar	 hukum	 yang	

dilakukan	 oleh	 individu	 yang	 masih	 dalam	 usia	 anak-anak	 atau	 remaja,	

umumnya	 di	 bawah	 usia	 18	 tahun.	 Anak-anak	 dalam	 pandangan	 hukum,	

dianggap	 sebagai	 individu	 yang	 belum	 sepenuhnya	 berkembang	 secara	

mental	dan	emosional.5	Anak	merupakan	penerus	bangsa	di	masa	depan	yang	

harus	dijaga	dan	dilindungi.	Setiap	anak	yang	dilahirkan	hendaknya	mendapat	

perlindungan,	 serta	 upaya	 pengamanan	 para	 penerus	 bangsa	 yang	 akan	

memimpin	negara	di	masa	yang	akan	datang.6	

Tindak	 pidana	 kekerasan	 hingga	 menyebabkan	 kematian	 sering	

dilakukan	 oleh	anak-anak	dan	 orang	 dewasa,	 baik	 secara	 individu	maupun	

bersama-sama,	dari	yang	 tidak	 terencana	 hingga	 terencana.7	 Tindak	pidana	

kekerasan	 yang	 dilakukan	 oleh	 anak	 hingga	 mengakibatkan	 kematian	

terhadap	anak	di	bawah	umur	adalah	hal	baru.	Menurut	Pasal	170	KUHP	dan	

Pasal	 80	 ayat	 (3)	 jo	 Pasal	 76C	Undang-undang	 No.	 17	 tahun	 2016	 tentang	

Perlindungan	Anak,	 dan	 sesuai	 dengan	Undang-undang	 No.	 11	 tahun	 2012	

tentang	Sistem	Peradilan	Pidana	Anak,	setiap	pelaku	anak	yang	berhadapan	

dengan	hukum	harus	diberlakukan	diversi	selama	persidangan.		

Tindak	 pidana	 kekerasan	 yang	 dilakukan	 oleh	 anak	 hingga	

mengakibatkan	 kematian	 terhadap	 anak	 di	 bawah	 umur	 adalah	 hal	 baru.	

Menurut	Pasal	170	KUHP	dan	Pasal	80	ayat	(3)	jo	Pasal	76C	Undang-undang	No.	

17	tahun	2016	tentang	Perlindungan	Anak,	dan	sesuai	dengan	Undang-undang	

 

4	Ratri	Novita	Erdiant.	Hukum	Perlindungan	Anak	di	 Indonesia.	UMMPress,	Malang,	
2020,	hlm.	23.	

5	Asiva	Noor	Rachmayani.	Sistem	Peradilan	Pidana	Anak.	Grafika	P3DI	Setjen	DPR	RI,	
Jakarta,	2015,	hlm.	6.	

6	Sudirman.	Hukum	 Acara	 Peradilan	 Anak	 Dalam	 Teori	 dan	 Praktek	 di	Indonesia.	
Wade	Group,	Ponogoro,	2019,	hlm.	19.	

7	Mardi	Candra.	Aspek	Perlindungan	Anak	 Indonesia.	 Prenada	Media,	 Jakarta,	2018,	
hlm.	16.	
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No.	11	Tahun	2012	tentang	Sistem	Peradilan	Pidana	Anak,	setiap	pelaku	anak	

yang	 berhadapan	 dengan	 hukum	 harus	 diberlakukan	 diversi	 selama	

persidangan.	

Berdasarkan	hasil	penelitian	terdahulu	yang	dilakukan	oleh	Lailatul	

Husni,	Firdawati,	dan	Abdiana,	yang	berjudul	"Faktor	Penyebab	Terjadinya	

Kekerasan	 Terhadap	 Remaja	 di	 Kota	 Padang	 Tahun	 2020"	membahas	 isu	

kekerasan	 terhadap	 remaja	 yang	menjadi	perhatian	global,	 baik	di	negara	

maju	 maupun	 berkembang.	 Kekerasan	 terhadap	 anak	 tercermin	 dalam	

beberapa	target	Tujuan	Pembangunan	Berkelanjutan	(SDGs).	Remaja	sering	

mengalami	 kekerasan	 fisik,	 seksual,	 dan	 psikologis	 di	 rumah,	 sekolah,	

maupun	di	lingkungan	masyarakat,	yang	berdampak	buruk	bagi	kesehatan	

dan	 kesejahteraan	 mereka.	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 menganalisis	

faktor-faktor	yang	menyebabkan	kekerasan	pada	remaja	di	Kota	Padang	pada	

tahun	 2020.	 Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 kekerasan	 terhadap	

remaja	 dipengaruhi	 oleh	 berbagai	 faktor	 yang	membutuhkan	 penanganan	

serius	dari	berbagai	pihak.8		

Selanjutnya,	 berdasarkan	hasil	 penelitian	 terdahulu	yang	dilakukan	

oleh	Adinda	Bidari	Hawa,	Hariyani	Sulistyoningsih,	dan	Wuri	Ratna	Hidayani,	

yang	berjudul			"Faktor-Faktor	Terjadi	Tindakan	Kekerasan	dalam	Hubungan	

Remaja"	bertujuan	untuk	mengidentifikasi	faktor-faktor	yang	terkait	dengan	

kekerasan	 dalam	 hubungan	 remaja,	 khususnya	 pada	 siswi	 SMA.	

Menggunakan	pendekatan	literature	review,	penelitian	ini	mengkaji	sepuluh	

jurnal	 yang	 relevan.	 Hasilnya	 menunjukkan	 bahwa	 teman	 sebaya,	 jenis	

kelamin,	 tingkat	 pengetahuan,	 paparan	 media	 sosial,	 dan	 peran	 keluarga	

merupakan	 faktor	 utama	 yang	 berhubungan	 dengan	 kekerasan	 dalam	

hubungan	remaja.	Penelitian	ini	menekankan	pentingnya	peran	pendidikan	

dan	 keluarga	 dalam	 mencegah	 terjadinya	 kekerasan	 dalam	 hubungan	

 

8	 Lailatul	 Husni,	 Firdawati,	 dan	 Abdiana.	 "Analisis	 Faktor	 Penyebab	 Terjadinya	
Kekerasan	Terhadap	Remaja	Di	Kota	Padang	Tahun	2020."	Jik	Jurnal	Ilmu	Kesehatan	5,	no.	1	
(2021):	127-133.	
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remaja.9	

Selanjutnya,	 berdasarkan	hasil	 penelitian	 terdahulu	yang	dilakukan	

oleh	 Irene	 Audrey	 Davalynn	 Pane	 dan	 Rini	 Sekartini,	 yang	 berjudul	

"Kekerasan	terhadap	Remaja	serta	Faktor-Faktor	yang	Memengaruhi	pada	

Masa	 Pandemi	 COVID-19"	 bertujuan	 untuk	 mendeskripsikan	 prevalensi	

kekerasan	 terhadap	 remaja	 selama	pandemi	 COVID-19	 serta	 faktor-faktor	

yang	 memengaruhinya.	 Penelitian	 ini	 dilakukan	 melalui	 pendekatan	

observasional	dengan	analisis	deskriptif	dan	bivariat.	Sebanyak	106	remaja	

di	Indonesia	yang	berusia	10-18	tahun	menjadi	subjek	penelitian	ini.	Hasilnya	

menunjukkan	 bahwa	 67,9%	 remaja	 mengalami	 kekerasan,	 dengan	 jenis	

kekerasan	tertinggi	adalah	penelantaran.	Namun,	tidak	ada	faktor	yang	secara	

statistik	berhubungan	signifikan	dengan	kekerasan	terhadap	remaja	selama	

pandemi.10		

Selanjutnya,	 berdasarkan	 hasil	 penelitian	 terdahulu	 yang	 dilakukan	

oleh	 Brigita	 Feby	 Florentina,	 Umi	 Rozah,	 dan	 A.M.	 Endah	 Sri	 Astuti,	 yang	

berjudul	 “Tinjauan	 Kriminologi	 Tindak	 Pidana	 Pengeroyokan	 oleh	 anak	 di	

Kabupaten	 Wonosobo	 hingga	 menyebabkan	 kematian”.	 Penelitian	 ini	

menggunakan	metode	socio-legal	untuk	menganalisis	ketentuan	hukum	yang	

berlaku	serta	realitas	sosial	di	lapangan.	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	

faktor	penyebab	pengeroyokan	di	antaranya	adalah	kurangnya	kasih	sayang	

dan	 pengawasan	 orang	 tua,	 lingkungan	 pergaulan,	 usia	 yang	 masih	 labil,	

solidaritas,	 dan	 pengaruh	 media	 massa.	 Penegakan	 hukum	 terhadap	 anak	

pelaku	 pengeroyokan	 di	 Wonosobo	 dilakukan	 tanpa	 upaya	 diversi	 karena	

 

9	Adinda	Bidari	Hawa,	Hariyani	Sulistyoningsih,	dan	Wuri	Ratna	Hidayani.	"Faktor-
Faktor	Terjadi	Tindakan	Kekerasan	dalam	Hubungan	Remaja."	Jurnal	Genesis	Indonesia	1,	no.	
02	(2022):	66-78.	

10		Irene	Audrey	Davalynn	Pane,	dan	Rini	Sekartini.	"Kekerasan	terhadap	Remaja	serta	
Faktor-Faktor	 yang	 Memengaruhi	 pada	 Masa	 Pandemi	 COVID-19."	Sari	 Pediatri	25,	 no.	 1	
(2023):	46-53.		
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ancaman	pidananya	melebihi	ketentuan	dalam	UU	SPPA.11	

Penelitian	ini	berbeda	dari	penelitian	terdahulu	karena	secara	khusus	

menganalisis	 tindak	 pidana	 kekerasan	 oleh	 anak	 terhadap	 anak	 hingga	

menyebabkan	 kematian	 dalam	 perspektif	 kriminologi	 dan	 hukum	 positif	

Indonesia.	 Sementara	 penelitian	 sebelumnya	 membahas	 kekerasan	 pada	

remaja	 secara	 umum,	 faktor	 sosial,	 hubungan	 pribadi,	 atau	 kasus	

pengeroyokan,	 penelitian	 ini	menyoroti	 faktor	 penyebab,	 teori	 kriminologi,	

dan	 penerapan	 hukum	 terhadap	 pelaku	 anak,	 memberikan	 kajian	 lebih	

mendalam	dan	spesifik	terkait	aspek	hukum	dan	kriminologi.	

Sistem	peradilan	pidana	anak	di	banyak	negara,	 termasuk	Indonesia,	

dirancang	khusus	untuk	memperlakukan	anak-anak	yang	berhadapan	dengan	

hukum	dengan	pendekatan	yang	berbeda	dari	sistem	peradilan	pidana	untuk	

orang	dewasa.12	 	Pendekatan	ini	sering	kali	 lebih	berfokus	pada	rehabilitasi	

dan	 reintegrasi	 sosial,	 daripada	 hukuman	 semata.	 Kejahatan	 anak	menjadi	

perhatian	 khusus	 karena	 melibatkan	 individu	 yang	 masih	 dalam	 proses	

perkembangan	 dan	 membutuhkan	 intervensi	 yang	 tepat	 untuk	 mencegah	

mereka	terjerumus	lebih	dalam	ke	dunia	kriminalitas	di	masa	depan.13		

Fenomena	 ini	 mencerminkan	 berbagai	 masalah	 sosial,	 seperti	

kemiskinan,	 kurangnya	 pendidikan,	 dan	 pengaruh	 negatif	 dari	 lingkungan	

sekitar,	 termasuk	 media.	 Kejahatan	 yang	 melibatkan	 anak-anak	 menjadi	

perhatian	serius	bagi	publik	dan	pemerintah	karena	kompleksitas	dan	dampak	

jangka	panjangnya.14	Kompleksitas	ini	menimbulkan	tantangan	besar	dalam	

penanganan	hukum,	karena	sistem	peradilan	harus	menyeimbangkan	antara	

kebutuhan	untuk	melindungi	masyarakat	dari	kejahatan	dan	kewajiban	untuk	

 

11	 Brigita	 Feby	 Florentina,	 Umi	 Rozah,	 dan	 AM	 Endah	 Sri	 Astuti.	 "Tinjauan	
Kriminologis	 Tindak	 Pidana	 Pengeroyokan	 Oleh	 Anak	 Yang	 Menyebabkan	 Kematian	 Di	
Kabupaten	Wonosobo."	Diponegoro	Law	Journal	8,	no.	3	(2019):	1792-1807.	

12	Ibid.	
13	 Dewi	 Bunga.	 Politik	 Hukum	 Pidana	 Terhadap	 Penanggulangan.	 Sinar	 Grafika,	

Jakarta,	2019,	hlm.	1–15.	
14	Dani	Thahir.	Psikologi	Kriminal.	Raden	Intan,	Lampung,	2016,	hlm.	3.	
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melindungi	hak-hak	anak.15		

Pemerintah	dan	masyarakat	menuntut	adanya	revisi	hukum	yang	lebih	

sesuai	 dengan	realitas	saat	ini,	di	mana	anak-anak	sering	kali	terlibat	dalam	

kejahatan	 yang	 lebih	 serius	 dan	 memerlukan	 pendekatan	 hukum	 yang	

berbeda.16	Berdasarkan	data	Kepolisian	Republik	Indonesia,	jumlah	kejahatan	

total	dan	tingkat	kriminalitas	(crime	rate)	mengalami	peningkatan	pada	tahun	

2022,	meskipun	 terdapat	penurunan	dalam	crime	clock,	 yang	menunjukkan	

frekuensi	 terjadinya	kejahatan	per	 satuan	waktu.	 Secara	khusus,	 kekerasan	

yang	dilakukan	oleh	anak-anak	juga	meningkat,	dengan	tercatat	sebanyak	506	

anak	melakukan	kekerasan	fisik	dan	149	anak	melakukan	kekerasan	psikis.	

Jumlah	 keseluruhan	 kasus	 yang	 melibatkan	 anak-anak	 sebagai	 pelaku	

mencapai	 15.853,	 dengan	 korban	 terdiri	 dari	 3.392	 laki-	 laki	 dan	 13.773	

perempuan.	17	

Peningkatan	 ini	 menyoroti	 kebutuhan	 mendesak	 untuk	 meninjau	

kembali	 kebijakan	dan	pendekatan	dalam	menangani	 kejahatan	 oleh	 anak-

anak	di	Indonesia.	Fenomena	ini	dipengaruhi	oleh	berbagai	faktor,	termasuk	

perubahan	 sosial	 yang	 cepat,	 pengaruh	 media	 yang	 semakin	 kuat,	 dan	

dinamika	keluarga	yang	tidak	stabil.	UU	SPPA	mengakui	anak	sebagai	individu	

yang	masih	dalam	tahap	perkembangan,	 baik	 secara	 fisik,	 mental,	 maupun	

emosional,	 sehingga	 mereka	 memerlukan	perlakuan	khusus	dalam	proses	

hukum.18	 Salah	 satu	 aspek	 penting	 dari	 UU	 ini	 adalah	 penerapan	 prinsip	

diversi,	 yaitu	 upaya	 untuk	 menyelesaikan	 kasus	 pidana	 anak	 di	 luar	 jalur	

peradilan	 formal,	 dengan	 tujuan	 untuk	 menghindarkan	 anak	 dari	 stigma	

negatif	yang	dapat	 timbul	dari	proses	peradilan	formal.	Selain	 itu,	UU	SPPA	

 

15	Sudirman.	Op.	Cit.	hlm.	9.	
16	Wiranto.	"Logika,	Penalaran,	Dan	Argumentasi	Hukum."	Jurnal	Budi	Pekerti	Agama	

Kristen	dan	Katolik	2,	no.	2	(2024):	132-145.	
17	 https://kekerasan.kemenhalamanpa.go.id/ringkasan.	 Diakses	 pada	 18	 Agustus	

(2024).	
18	Daffa	 Ladro	Kusworo,	 dan	Rini	 Fathonah.	 "Analisis	 Implementasi	Diversi	Dalam	

Penyelesaian	Perkara	Anak	Pelaku	Tindak	Pidana	Pencurian	(Studi	Kasus	Pengadilan	Negeri	
Liwa)."	Inovasi	Pembangunan:	Jurnal	Kelitbangan	10,	no.	02	(2022):	139-139.	
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juga	menekankan	pada	pendekatan	Restorative	justice,	yang	bertujuan	untuk	

memulihkan	 hubungan	 antara	 pelaku,	 korban,	 dan	 masyarakat,	 serta	

memastikan	 bahwa	 anak	 yang	 terlibat	 dalam	 tindak	 pidana	 mendapatkan	

perlindungan	yang	maksimal	selama	proses	hukum.19		

Perundang-undangan	 juga	 mengatur	 tentang	 lembaga	 khusus	 yang	

menangani	 anak-	 anak	 dalam	 proses	 hukum,	 seperti	 Lembaga	 Pembinaan	

Khusus	Anak	(LPKA)	dan	Pusat	Layanan	Terpadu	Pemberdayaan	Perempuan	

dan	 Anak	 (P2TP2A),	 yang	 berfungsi	 untuk	 memberikan	 rehabilitasi	 dan	

pendidikan	kepada	anak-anak	yang	terlibat	dalam	kasus	pidana.20	Selain	itu,	

pendekatan	Restorative	 justice	memungkinkan	adanya	dialog	antara	pelaku,	

korban,	dan	masyarakat,	yang	berfokus	pada	pemulihan	kerugian	yang	terjadi	

akibat	 tindak	pidana,	dan	pada	akhirnya	menciptakan	solusi	yang	 lebih	adil	

dan	manusiawi	bagi	semua	pihak	yang	terlibat.21		

	
2. METODE	PENELITIAN	

Penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	 yuridis	 normatif	 dengan	

pendekatan	perundang-undangan	untuk	menganalisis	norma	hukum	terkait	

tindak	 pidana	 kekerasan	 oleh	 anak	 hingga	 menyebabkan	 kematian	

berdasarkan	UU	No.	35	Tahun	2014	tentang	Perlindungan	Anak	dan	Undang-

undang	Nomor	11	Tahun	2012	tentang	Sistem	Peradilan	Pidana	Anak	(SPPA).	

Penelitian	bersifat	deskriptif,	menggunakan	bahan	hukum	primer	(peraturan	

perundang-undangan)	dan	sekunder	(literatur	hukum,	jurnal,	artikel	ilmiah).	

Data	 dikumpulkan	 melalui	 studi	 dokumen	 dan	 dianalisis	 secara	 kualitatif	

untuk	 mengidentifikasi	 faktor	 penyebab	 serta	 efektivitas	 hukum	 dalam	

menangani	kasus	tersebut.	

	

	
 

19	Sudirman.	Op.	Cit.	hlm.	9.	
20	Adinda	Bidari	Hawa,	Hariyani	Sulistyoningsih,	dan	Wuri	Ratna	Hidayani.	"Faktor-

Faktor	Terjadi	Tindakan	Kekerasan	dalam	Hubungan	Remaja."	Jurnal	Genesis	Indonesia	1,	no.	
02	(2022):	66-78	

21	Dewi	Op.	Cit.	Halaman	10	
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3. HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor	 Yang	 Mempengaruhi	 Tindak	 Pidana	 Kekerasan	

Terhadap	Anak	Yang	Dilakukan	Oleh	Anak	Hingga	Menyebabkan	
Kematian	
	

Tindak	 pidana	 kekerasan	 terhadap	 anak	 yang	 dilakukan	 oleh	 anak	

hingga	 menyebabkan	 kematian	 merupakan	 fenomena	 yang	 kompleks	 dan	

dipengaruhi	oleh	berbagai	 faktor	yang	 saling	berhubungan,	baik	dari	 aspek	

individu,	 keluarga,	 lingkungan	 sosial,	 maupun	 hukum.	 Dalam	 perspektif	

hukum	Indonesia,	tindakan	ini	diatur	dalam	berbagai	peraturan	perundang-

undangan,	seperti	Undang-undang	Nomor	35	Tahun	2014	tentang	Perubahan	

atas	Undang-undang	Nomor	23	Tahun	2002	tentang	Perlindungan	Anak,	serta	

Kitab	 Undang-undang	 Hukum	 Pidana	 (KUHP)	 yang	memberikan	 ketentuan	

mengenai	 pertanggungjawaban	 pidana	 anak	 dalam	 kasus	 kekerasan.	

Berdasarkan	 Pasal	 76C	 Undang-undang	 Perlindungan	 Anak,	 setiap	 orang	

dilarang	melakukan	kekerasan	terhadap	anak,	dan	jika	pelakunya	adalah	anak,	

maka	mekanisme	peradilan	pidana	anak	yang	diatur	dalam	Undang-undang	

Nomor	 11	 Tahun	 2012	 tentang	 Sistem	 Peradilan	 Pidana	 Anak	 harus	

diterapkan,	 termasuk	 prinsip	 diversi	 yang	 bertujuan	 untuk	 memberikan	

keadilan	 restoratif.	 Namun,	 dalam	 kasus	 kekerasan	 yang	 mengakibatkan	

kematian,	 proses	 hukum	 dapat	 lebih	 berat,	 tergantung	 pada	motif,	 kondisi	

psikologis	anak	pelaku,	serta	faktor	eksternal	yang	melatarbelakanginya.	

Faktor	 individu	 menjadi	 salah	 satu	 penyebab	 utama	 dalam	 tindak	

pidana	 ini,	 di	 mana	 kondisi	 psikologis	 dan	 emosional	 seorang	 anak	 dapat	

mempengaruhi	 kecenderungannya	 dalam	 bertindak	 agresif.	 Anak	 yang	

mengalami	 gangguan	 emosi,	 memiliki	 tingkat	 frustrasi	 yang	 tinggi,	 atau	

kurang	 mampu	 mengendalikan	 diri	 cenderung	 lebih	 mudah	 melakukan	

tindakan	kekerasan	tanpa	mempertimbangkan	konsekuensinya.22	Selain	 itu,	

pengalaman	traumatis	di	masa	kecil,	seperti	kekerasan	dalam	keluarga	atau	

pelecehan,	dapat	membentuk	pola	pikir	bahwa	kekerasan	adalah	 cara	yang	

 

22	 Laurensius	Arliman.	Komnas	HAM	dan	Perlindungan	Anak	Pelaku	Tindak	Pidana.	
Deepublish,	Yogyakarta,	2015,	hlm.	14.	
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dapat	 diterima	 untuk	 menyelesaikan	 konflik.	 Dalam	 beberapa	 kasus,	 anak	

yang	melakukan	tindak	kekerasan	yang	berujung	pada	kematian	juga	memiliki	

riwayat	 pengabaian	dari	 keluarga	 atau	mengalami	penelantaran	 emosional,	

yang	 menyebabkan	 mereka	 mencari	 validasi	 melalui	 perilaku	 agresif.23	

Penyalahgunaan	zat	seperti	narkotika	dan	alkohol	 juga	menjadi	 faktor	yang	

signifikan,	sebagaimana	diatur	dalam	Undang-undang	Nomor	35	Tahun	2009	

tentang	Narkotika	yang	menegaskan	bahwa	penggunaan	zat	terlarang	dapat	

menurunkan	kesadaran	dan	meningkatkan	kecenderungan	seseorang	untuk	

melakukan	tindakan	kriminal,	termasuk	kekerasan	berat	yang	berujung	pada	

kematian.	

Selain	 faktor	 individu,	 lingkungan	keluarga	memiliki	pengaruh	besar	

dalam	 membentuk	 perilaku	 anak.	 Keluarga	 merupakan	 lingkungan	 sosial	

pertama	yang	memberikan	pendidikan	moral	dan	etika	kepada	anak,	sehingga	

jika	pola	asuh	dalam	keluarga	bermasalah,	anak	dapat	mengadopsi	perilaku	

yang	menyimpang.	Orang	tua	yang	menggunakan	pola	asuh	otoriter	dengan	

kekerasan	 fisik	 dan	 verbal	 terhadap	 anaknya	 dapat	membuat	 anak	meniru	

perilaku	 tersebut	 dan	 menggunakannya	 dalam	 interaksi	 sosial	 mereka.	

Sebaliknya,	 pola	 asuh	 yang	 terlalu	 permisif,	 di	 mana	 anak	 tidak	 diberikan	

batasan	 yang	 jelas	 dalam	 bertindak,	 juga	 dapat	 membuat	 anak	 tidak	

memahami	 konsep	 konsekuensi	 dari	 perbuatannya.	 Selain	 itu,	 anak	 yang	

tumbuh	dalam	lingkungan	keluarga	dengan	riwayat	kekerasan	dalam	rumah	

tangga	 memiliki	 kemungkinan	 lebih	 besar	 untuk	 melakukan	 kekerasan	

terhadap	 orang	 lain,	 termasuk	 terhadap	 sesama	 anak.	 Pasal	 15	 ayat	 (1)	

Undang-undang	 Perlindungan	 Anak	 mengatur	 bahwa	 setiap	 anak	 berhak	

untuk	mendapatkan	perlindungan	dari	segala	bentuk	kekerasan,	eksploitasi,	

dan	perlakuan	salah,	 termasuk	dari	dalam	keluarganya	sendiri.	Kemiskinan	

dan	 tekanan	ekonomi	dalam	keluarga	 juga	dapat	menjadi	 faktor	pemicu,	di	

 

23	 Alghiffari	 Aqsa,	 dkk.	Mengawal	 Perlindungan	 Anak	 Berhadap	 dengan	 Hukum:	
Pendidikan	dan	Laporan	Monitoring	Paralegal	LBH	 Jakarta	untuk	Anak	Berhadapan	dengan	
Hukum.	Jakarta	Legal	Aid	Institute,	Jakarta,	2012,hlm.	33.	
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mana	anak	yang	berasal	dari	keluarga	dengan	kondisi	sosial	ekonomi	rendah	

sering	kali	mengalami	tekanan	psikologis	dan	kurang	mendapatkan	perhatian	

yang	 cukup	 dari	 orang	 tua,	 sehingga	 mereka	 lebih	 rentan	 terlibat	 dalam	

tindakan	 kriminal	 sebagai	 bentuk	 ekspresi	 frustrasi	 atau	 upaya	 untuk	

mendapatkan	pengakuan	dari	lingkungannya.24	

Lingkungan	 sosial	 juga	 menjadi	 faktor	 yang	 berperan	 besar	 dalam	

membentuk	 perilaku	 anak,	 terutama	 dalam	 hal	 pergaulan	 dan	 paparan	

terhadap	 kekerasan.	 Anak	 yang	 berada	 dalam	 lingkungan	 dengan	 tingkat	

kriminalitas	tinggi	 lebih	berisiko	meniru	perilaku	kekerasan	yang	ia	 lihat	di	

sekitarnya.	 Selain	 itu,	 pengaruh	 teman	 sebaya	 sangat	 berpengaruh	 dalam	

membentuk	karakter	anak,	terutama	jika	anak	bergabung	dengan	kelompok	

teman	 yang	 memiliki	 perilaku	 menyimpang	 atau	 terlibat	 dalam	 aktivitas	

kriminal.	Faktor	lain	yang	juga	berkontribusi	adalah	paparan	terhadap	media	

yang	menampilkan	kekerasan	secara	eksplisit,	seperti	film,	permainan	video,	

dan	 konten	 digital	 lainnya.	 Beberapa	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 anak	

yang	sering	terpapar	adegan	kekerasan	dalam	media	dapat	mengembangkan	

toleransi	 terhadap	 kekerasan	 dan	 menganggapnya	 sebagai	 sesuatu	 yang	

wajar.25	Dalam	konteks	ini,	negara	memiliki	tanggung	jawab	untuk	mengawasi	

dan	membatasi	akses	anak	terhadap	konten	yang	tidak	sesuai,	sebagaimana	

diatur	dalam	Undang-undang	Nomor	33	Tahun	2009	tentang	Perfilman	serta	

Undang-undang	 Nomor	 19	 Tahun	 2016	 tentang	 Informasi	 dan	 Transaksi	

Elektronik	yang	mengatur	tentang	penyebaran	konten	berbahaya	bagi	anak.	

Dari	 sisi	 hukum	 dan	 penegakan	 hukum,	 kurangnya	 edukasi	 hukum	

kepada	 anak	 juga	 menjadi	 salah	 satu	 penyebab	 utama	 mereka	 melakukan	

tindak	 kekerasan	 tanpa	menyadari	 konsekuensi	 yang	 akan	mereka	 hadapi.	

Pasal	 1	 angka	 3	 Undang-undang	 Nomor	 11	 Tahun	 2012	 tentang	 Sistem	

Peradilan	 Pidana	 Anak	 mengatur	 bahwa	 anak	 yang	 berhadapan	 dengan	

 

24	 Anwar	 Sadat	Harahap,	 dkk.	Buku	Ajar	 Strategi	Perlindungan	Anak	Melalui	Hibah	
Menurut	Hukum	Adat	Batak	dan	Hukum	Islam.	Jakad	Media	Publishing,	Yogyakarta,	2023,	hlm.	
26.	

25	Hadi	Supeno.	Kriminalisasi	Anak.	Gramedia	Pustaka	Utama,	Jakarta,	2013,	hlm.	28.	



ANALISIS	KRIMINOLOGI	TINDAK	PIDANA	KEKERASAN	TERHADAP	ANAK	YANG	
DILAKUKAN	OLEH	ANAK	HINGGA	MENYEBABKAN	KEMATIAN	BERDASARKAN	HUKUM	
POSITIF	INDONESIA	
Dannisa	Feza	Ananda,	Hidayat,	Yusrizal	|	DOI:	https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21293		
Vol.	8,	No.	2,	(April)	2025	
	

	
	
		

593 

Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	
e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		

 

hukum	 harus	 mendapatkan	 perlakuan	 khusus,	 dengan	 mengedepankan	

prinsip	 keadilan	 restoratif.	 Namun,	 dalam	 kasus	 di	 mana	 kekerasan	 yang	

dilakukan	 oleh	 anak	 menyebabkan	 kematian,	 maka	 sanksi	 pidana	 dapat	

diterapkan	 dengan	 lebih	 tegas	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 dalam	 Pasal	 340	

KUHP	 tentang	 pembunuhan	 berencana	 atau	 Pasal	 338	 KUHP	 tentang	

pembunuhan	 biasa,	 tergantung	 pada	 unsur	 kesengajaan	 dan	 niat	 dalam	

perbuatan	tersebut.		

Dalam	sistem	hukum	Indonesia,	anak	yang	melakukan	 tindak	pidana	

dapat	 dijatuhi	 pidana	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 dalam	 Pasal	 81	 Undang-

undang	Sistem	Peradilan	Pidana	Anak,	yang	membatasi	hukuman	pidana	bagi	

anak	 agar	 tidak	 lebih	 dari	 setengah	 dari	 ancaman	 pidana	 maksimum	 bagi	

orang	 dewasa.	 Namun,	 kelemahan	 dalam	 sistem	 rehabilitasi	 anak	 pelaku	

tindak	pidana	masih	menjadi	permasalahan	yang	perlu	diperhatikan,	di	mana	

banyak	 lembaga	 pembinaan	 yang	 tidak	 mampu	 memberikan	 rehabilitasi	

psikologis	 dan	 sosial	 yang	 memadai	 bagi	 anak,	 sehingga	 mereka	 berisiko	

mengulangi	perbuatan	kriminalnya	setelah	menjalani	hukuman.	

Berdasarkan	 pemaparan	 di	 atas,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 tindak	

pidana	 kekerasan	 terhadap	 anak	 yang	 dilakukan	 oleh	 anak	 hingga	

menyebabkan	kematian	merupakan	akibat	dari	interaksi	berbagai	faktor	yang	

kompleks,	termasuk	faktor	individu,	 lingkungan	keluarga,	 lingkungan	sosial,	

dan	kelemahan	dalam	sistem	hukum.	Oleh	karena	itu,	upaya	pencegahan	dan	

penanganan	harus	melibatkan	berbagai	pihak,	 termasuk	orang	tua,	sekolah,	

masyarakat,	 dan	 pemerintah.	 Negara	 harus	 lebih	 aktif	 dalam	 memberikan	

edukasi	 hukum	 kepada	 anak-anak,	 memperketat	 regulasi	 terhadap	 konten	

kekerasan	dalam	media,	serta	meningkatkan	efektivitas	program	rehabilitasi	

bagi	 anak	 pelaku	 tindak	 pidana	 agar	 mereka	 tidak	 kembali	 melakukan	

perbuatan	serupa	di	masa	depan.	
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B. Penerapan	Hukum	Anak	Yang	Melakukan	Tindak	Pidana	Kekerasan	
Terhadap	Anak	Hingga	Menyebabkan	Kematian	Berdasarkan	Hukum	
Positif	Indonesia	
	

Perlindungan	 terhadap	 anak	 dalam	 sistem	 hukum	 Indonesia	 diatur	

dalam	 berbagai	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 menegaskan	 bahwa	

anak	adalah	amanah	sekaligus	karunia	Tuhan	Yang	Maha	Esa.	Undang-undang	

Nomor	39	Tahun	1999	tentang	Hak	Asasi	Manusia	telah	mencantumkan	hak-

hak	 anak	 dan	 kewajiban	 semua	 pihak	 dalam	 melindungi	 anak.	 Namun,	

diperlukan	 aturan	 yang	 lebih	 spesifik	 untuk	 menjamin	 perlindungan	 anak	

secara	komprehensif.	Oleh	karena	itu,	Undang-undang	Nomor	23	Tahun	2002	

tentang	Perlindungan	Anak	(UUPA)	yang	telah	diubah	dengan	Undang-undang	

Nomor	35	Tahun	2014	hadir	sebagai	landasan	hukum	yang	lebih	jelas	dalam	

memberikan	perlindungan	terhadap	anak	di	Indonesia.	

Perlindungan	anak	dalam	sistem	hukum	Indonesia	menekankan	pada	

prinsip-prinsip	 utama,	 seperti	 non-diskriminasi,	 kepentingan	 terbaik	 bagi	

anak,	hak	untuk	hidup	dan	berkembang,	serta	partisipasi	anak	dalam	berbagai	

aspek	kehidupan.	Prinsip-prinsip	ini	juga	tercermin	dalam	berbagai	peraturan	

lain,	termasuk	Kitab	Undang-undang	Hukum	Pidana	(KUHP)	yang	mengatur	

mengenai	kejahatan	 terhadap	anak,	 serta	Undang-undang	Nomor	11	Tahun	

2012	 tentang	 Sistem	 Peradilan	 Pidana	 Anak	 (UU	 SPPA),	 yang	 memastikan	

bahwa	 anak	 yang	 berhadapan	 dengan	 hukum	 tetap	 mendapatkan	

perlindungan	hak-haknya.	

Dalam	 UU	 SPPA,	 terdapat	 beberapa	 pendekatan	 khusus	 yang	

digunakan	 dalam	 menangani	 anak	 yang	 berhadapan	 dengan	 hukum.	

Pendekatan	ini	mencakup	upaya	diversi,	restorative	justice,	serta	pembinaan	

dan	 rehabilitasi.	 Perlakuan	 khusus	 terhadap	 anak	 pelaku	 tindak	 pidana	

bertujuan	untuk	memberikan	kesempatan	bagi	anak	untuk	memperbaiki	diri	

dan	 kembali	 ke	 masyarakat	 tanpa	 mengalami	 dampak	 negatif	 dari	 sistem	

peradilan	 yang	 terlalu	 represif.	 Prinsip	 kepentingan	 terbaik	 bagi	 anak	 juga	

harus	 menjadi	 pertimbangan	 utama	 dalam	 setiap	 keputusan	 hukum	 yang	

diambil	terhadap	anak.	
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Di	 Indonesia,	 anak	 yang	 melakukan	 tindak	 pidana,	 termasuk	 tindak	

kekerasan	yang	menyebabkan	kematian,	diatur	dalam	UU	SPPA	dan	peraturan	

lainnya.	 Anak	 yang	 berhadapan	 dengan	 hukum	 tetap	 diperlakukan	 secara	

berbeda	dengan	pelaku	dewasa.	 Pendekatan	utama	dalam	 sistem	peradilan	

pidana	 anak	 adalah	 upaya	 rehabilitasi	 dan	 pembinaan,	 dengan	

mempertimbangkan	aspek	psikologis	dan	perkembangan	sosial	anak.	

UU	SPPA	mengatur	bahwa	anak	yang	berkonflik	dengan	hukum	harus	

diperlakukan	 dengan	 cara	 yang	 berbeda	 dari	 orang	 dewasa.	 Salah	 satu	

pendekatan	 utama	 dalam	 UU	 SPPA	 adalah	 diversi,	 yaitu	 pengalihan	

penyelesaian	 perkara	 anak	 dari	 proses	 peradilan	 pidana	 ke	 proses	 di	 luar	

peradilan	pidana.	Diversi	bertujuan	untuk	menghindarkan	anak	dari	dampak	

negatif	 sistem	peradilan	 pidana	 formal	 dan	mendorong	penyelesaian	 kasus	

melalui	pendekatan	yang	lebih	humanis.	

Namun,	 dalam	 kasus	 tindak	 pidana	 berat	 seperti	 kekerasan	 yang	

menyebabkan	kematian,	diversi	mungkin	tidak	dapat	diterapkan.	Jika	diversi	

tidak	 dapat	 dilakukan,	maka	 anak	 akan	menjalani	 proses	 peradilan	 dengan	

tetap	mempertimbangkan	kepentingan	terbaik	bagi	anak.	Pasal	32	UU	SPPA	

menyebutkan	 bahwa	 pidana	 bagi	 anak	 dapat	 berupa	 pembinaan	 dalam	

lembaga,	pelatihan	kerja,	pelayanan	masyarakat,	hingga	pidana	penjara	yang	

diterapkan	secara	terbatas.	

Dalam	 tindak	 pidana	 kekerasan	 terhadap	 anak	 yang	 menyebabkan	

kematian,	Pasal	80	ayat	(3)	UU	Perlindungan	Anak	menyatakan	bahwa	pelaku	

kekerasan	 terhadap	 anak	 yang	 mengakibatkan	 kematian	 dapat	 dikenakan	

pidana	 penjara	 paling	 lama	 15	 tahun	 dan/atau	 denda	 paling	 banyak	 Rp3	

miliar.	Namun,	apabila	pelaku	masih	tergolong	anak-anak,	maka	sanksi	yang	

diterapkan	 akan	 disesuaikan	 dengan	 ketentuan	 dalam	 UU	 SPPA,	 di	 mana	

hukuman	pidana	anak	bersifat	lebih	ringan	dan	mengedepankan	pembinaan.	

Selain	 itu,	 UU	 Perlindungan	 Anak	 juga	mengatur	 hak-hak	 anak	 yang	

harus	dilindungi,	baik	sebagai	korban	maupun	sebagai	pelaku.	Dalam	kasus	di	

mana	 anak	 menjadi	 pelaku	 kekerasan,	 pendekatan	 yang	 digunakan	 tetap	
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harus	mempertimbangkan	masa	 depan	 anak	 serta	 potensi	 rehabilitasi	 agar	

anak	dapat	kembali	ke	masyarakat	dengan	baik.	

Dalam	 KUHP,	 terdapat	 beberapa	 pasal	 yang	 mengatur	 tentang	

kejahatan	 terhadap	anak,	 seperti	Pasal	76C	yang	menyatakan	bahwa	setiap	

orang	 yang	 melakukan	 kekerasan	 terhadap	 anak	 dapat	 dikenakan	 sanksi	

pidana.	Jika	kekerasan	tersebut	menyebabkan	kematian,	maka	hukuman	yang	

dijatuhkan	 lebih	 berat.	 Meskipun	 demikian,	 jika	 pelaku	 kekerasan	 adalah	

anak,	 maka	 penerapan	 hukum	 harus	 mengacu	 pada	 UU	 SPPA	 dan	 UU	

Perlindungan	Anak.	

Pasal	 351	 KUHP	 yang	 mengatur	 tentang	 penganiayaan	 juga	 dapat	

diterapkan	 dalam	 kasus	 kekerasan	 terhadap	 anak	 yang	 menyebabkan	

kematian.	Jika	terbukti	bahwa	penganiayaan	yang	dilakukan	mengakibatkan	

kematian,	 maka	 pelaku	 dapat	 dijatuhi	 hukuman	 yang	 lebih	 berat	 sesuai	

ketentuan	 hukum	 yang	 berlaku.	 Namun,	 dalam	 kasus	 anak	 sebagai	 pelaku,	

penerapan	 hukum	 harus	 tetap	memperhatikan	 faktor	 usia	 dan	 pendekatan	

pembinaan.	

Restorative	 justice	 merupakan	 pendekatan	 yang	 digunakan	 dalam	

sistem	 peradilan	 pidana	 anak	 di	 Indonesia	 untuk	 menyelesaikan	 perkara	

pidana	 dengan	 melibatkan	 pelaku,	 korban,	 keluarga,	 serta	 masyarakat.	

Pendekatan	 ini	 bertujuan	 untuk	 mencapai	 kesepakatan	 bersama	 yang	

berorientasi	pada	pemulihan	korban	dan	rehabilitasi	pelaku.	

Dalam	 konteks	 anak	 yang	 melakukan	 tindak	 pidana	 kekerasan	

terhadap	 anak	 hingga	 menyebabkan	 kematian,	 restorative	 justice	 dapat	

diterapkan	dengan	mempertimbangkan	berbagai	faktor,	seperti	usia	pelaku,	

latar	belakang	sosial,	serta	kondisi	psikologis	pelaku	dan	korban.	Salah	satu	

bentuk	penerapan	restorative	justice	adalah	mediasi	antara	keluarga	korban	

dan	pelaku	untuk	mencapai	kesepakatan	terkait	sanksi	dan	rehabilitasi	bagi	

pelaku	anak.	

Restorative	justice	juga	sejalan	dengan	prinsip	kepentingan	terbaik	bagi	

anak,	 yang	 mengutamakan	 upaya	 rehabilitasi	 dibandingkan	 penghukuman.	
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Dalam	 praktiknya,	 pelaku	 anak	 dapat	 diberikan	 sanksi	 alternatif	 seperti	

pelatihan	 keterampilan,	 pembinaan	 dalam	 lembaga	 khusus,	 atau	 pelayanan	

masyarakat	sebagai	bentuk	pertanggungjawaban	atas	perbuatannya.	

	
4. KESIMPULAN	

Tindak	 pidana	 kekerasan	 terhadap	 anak	 yang	 dilakukan	 oleh	 anak	

hingga	 menyebabkan	 kematian	 merupakan	 hasil	 dari	 interaksi	 berbagai	

faktor,	termasuk	faktor	individu,	lingkungan	keluarga,	sosial,	dan	kelemahan	

dalam	sistem	hukum.	Faktor	psikologis	anak,	pola	asuh	keluarga	yang	buruk,	

pengaruh	 lingkungan	 yang	 permisif	 terhadap	 kekerasan,	 serta	 lemahnya	

edukasi	hukum	berkontribusi	terhadap	terjadinya	tindak	pidana	ini.	Dari	segi	

hukum,	 anak	 yang	 melakukan	 tindak	 pidana	 diatur	 dalam	 Undang-undang	

Nomor	35	Tahun	2014	tentang	Perlindungan	Anak,	Undang-undang	Nomor	11	

Tahun	 2012	 tentang	 Sistem	 Peradilan	 Pidana	 Anak	 (UU	 SPPA),	 serta	 Kitab	

Undang-undang	 Hukum	 Pidana	 (KUHP),	 yang	 mengedepankan	 prinsip	

keadilan	 restoratif	 melalui	 diversi	 dan	 rehabilitasi.	 Namun,	 dalam	 kasus	

kekerasan	 yang	 mengakibatkan	 kematian,	 Pasal	 340	 dan	 Pasal	 338	 KUHP	

dapat	 diterapkan	 dengan	 sanksi	 yang	 lebih	 tegas,	 meskipun	 tetap	

memperhatikan	prinsip	pembinaan	anak	sebagaimana	diatur	dalam	Pasal	81	

UU	 SPPA.	 Oleh	 karena	 itu,	 upaya	 pencegahan	 dan	 penanganan	 harus	

melibatkan	 peran	 keluarga,	 sekolah,	 masyarakat,	 dan	 pemerintah	 dalam	

memberikan	 edukasi	 hukum,	 membatasi	 akses	 anak	 terhadap	 konten	

kekerasan,	 serta	 meningkatkan	 efektivitas	 program	 rehabilitasi	 agar	 anak	

pelaku	tidak	mengulangi	tindak	pidana	serupa	di	masa	depan.	
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